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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan dari teori dan data yang diperoleh. 

Penulis menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yaitu : 

Penyelesaian yang dilakukan PT. Madu Baru Yogyakarta dalam mengatasi 

debitur wanprestasi tidak melalui jalur hukum (pengadilan), tetapi melalui 

pendekatan kekeluargaan. Hal ini disebabkan kekahwatiran pihak PT. 

Madu Baru jika sampai terjadi putusnya huibungan kemitraan dengan 

petani tebu sekitar. Jika terjadi putus hubungan kemitraan dengan petani 

tebu sekitar, maka PT. Madu Baru harus mencari tebu dari luar daerah, 

yang di samping akan menimbulkan biaya yang lebih tinggi, juga akan 

memperbesar resiko keterlambatan pasokan tebu. Faktor lain kemungkinan 

disebabkan lemahnya hak tanggungan yang dipegangnya, karena hak 

tanggungan tersebut belum didaftarkan dan pendaftaran pada dasarnya 

merupakan syarat lahirnya hak tanggungan. Oleh karena maka tidak 

didaftarkan hak tanggungan, maka tidak lahir hak tanggungan, sehingga 

semua aspek hukum yang berkaitan dengan hak tanggungan tidak dapat 

diberlakukan pada perjanjian pinjam-meminjam uang antara petani tebu 

dengan PT. Madu Baru. Sehingga tanah jaminan dipandang sebagai 

jaminan umum, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata. 

Menurut 1131 KUH Perdata, seluruh harta kekayaan debitur merupakan 
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jaminan bagi pelunasan hutangya kepada semua krediturnya. Maka 

terhadap pelunasan piutang PT. Madu Baru adalah dengan jaminan umum 

sebagai upaya terakhir terhadap pelunasan hutang debitur. 

 

B. Saran 

1. Pihak PT. Madu Baru Yogyakarta selaku kreditur seharusnya 

melengkapi ketentuan jaminan dengan mendaftarkan jaminan hak 

tanggungan atas tanah ke Kantor Pertanahan, sehingga apabila debitur 

wanprestasi maka eksekusi dapat dilakukan. 

2. PT. Madu Baru pada masa-masa mendatang, harus malakukan 

sosialisasi hak tanggungan kepada petani sekitar sebgai calon debitur 

dengan harapan mereka akan memehami resiko-resiko yang harus 

dihadapi jika mereka wanprestasi.  
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